2.1

BAELT
LANDASAN TEORI

Definisi Pajak

Sebagian besar negara di dunia memiliki sistem perpajakan dalam
membiayai pengeluaran pemerintihannya. Tidak terkecuali Indonesia yang
menjadikan pajak sebagai tulang punggeng untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang publik dan jasa
publik. Betapa pentingnya pajak, schingga pada tahun 1789 Benjamin
Franklin pernah berkata dalam seleh satu suratnya yang ditujukan kepada
Jean Baptis Leroy, “in this world nothing is certain except death and
faxes”.

Definisi pajak yang paling terkenal dalam dunia akademik
dikemukakan oleh Rochmat Sociaitro

Pajak adalah iuran rakval kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan/ dengen tidak mendapat jasa timbal balik

vang langsung dapat ditunjukkan dan vang diganakan untuk membayar
pengeluaran umum

Menurut $.1 Djajadiningrat (2003:6)

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan
ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang
memberikan kedudukan fertentu, tetapt sukan sebagai hukwman, menurut
peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak
ada jasa timbal balik dan negara secara langsung, untuk memelihara
kesejahteraan secara vamum

Menurut Rimsky K Judisseno (2005:7)

Pajak merupakan suaiu kewsjiban kenegaraan berupa pengabdian
serta peran aktif warga negara dam anggota masyarakat lainnya untuk
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membiayai keperluan negarz berupa pembangunan nasional yang
pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan
kesejahteraan bangse dan negara

Undang-undang perpajakan sendiri tidak memberikan definisi pajak
sampai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.

Baru pada Undang-undang inilah definisi pajak dicantumbkan, berikut adalah

definisi versi Undang-Undang M. 28 Tahun 2007

Pajak adalah kontribusi wajib lkepada negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan vang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi Pajak versi U] KUP ini hampir sama dengan definisi
Rochmat Soemitro. Kata “iuran” diganti dengan kata “koatribusi” yang
nadanva lebih bersifat positi’ karenz mengandung makna partisipasi
masyarakat. Kemud:an ada tambahan “bagi sebesar-besar kemakmuran
rakyat” vang membuat kata pajak lebih bernilai positif karena untuk tujuan
kemalkmuaran rakyat melalut penvediaan barang dan jasa publik seperti
pertahanan, keamanan, pendidikan, keschatan, jalan raya, dan fasilitas
umum [ainnya.

Fungsi Pajak

Dari definisi pajak di stas sudah tergambarkan fungsi dari pajak
yaitu untuk menyediakan berang-barang dan jasa-jasa publik. Namun
demikian, dalam literatur-literaiur perpajakan, dikenal dua macam fungsi
pajak yaitu fungsi penerimaan (budgetair) dan fungsi mengatur (regulair).

Fungsi penerimaan adalah fungsi ulama pajak. Pajak ditarik terutama

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran  pemerintah  dalam  rangka

P e e
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menyediakan barang dan jasa publik. Saat ini 74,82% dari total pendapatan
negara yang berjumlah Rp. 1.358.200.000.000 APBN Indonesia dibiayai
oleh pajak. Dua pajak penyumbang penerimaan terbesar adalah Pajak
Penghasilan (PPh) dan Pajak Periambahan Milai (PPN). Dengan demikian,
dua jenis pajak ini lebih memuliki fungsi penerimaan (budgetair) daripada
fungsi mengatur.

Selain berfurigsi sebagesi sumber penerimaan negara, pajak juga
memiliki fungsi mengatur. Dalam fungsi ini, pajak mengarahkan perilaku
sekelompok wargs negara sgar bertindak sesuai yang diinginkan.
Contohnya agar masyarakat Indonesia mendapatkan minyak goreng yang
murah, maka terthadan ekspor CPQ (Crude Palm Qi) akan dikenakan pajak
ckspor yang tinggi. Contoh lair, agar masyarakat tidak mengkonsumsi
minuman beralkchol, maka terhadap jenis barang seperti ini dikenakan
PPnBM vyang tinggi. Jenis pajak veng biasanya digunakan sebagat
instrumen mengatur ini adalah Pajak Ekspor, Bea Masuk dan PPrBM.

Jika ditelusuri lebih jouh, ada sata lagi fungsi pajak yang perfu kita
pahami. Fungsi tersebut adaleh fungsi distribusi kekayaan di mana
kelompok yang lebih mampu alzn membayar pajak lebih banyak sementara
kelompok yang kurang mampu akan mendapatkan manfaat lebih banyak
dibandingkan dengan pajak veng dia bayar. Bahkan untuk kelompok
tertentu, seperti penerima BLT, penerima subsidi BBM, dan penerima
subsidi pupuk, mungkin tidak membayar pajak tapi mendapatkan manfaat

Jangsung dan pajak.
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2.3 Asas Dan Dasar Pemunguian Pajak

Untuk mencapai tujuan permungutan pajak, dalam memilih alternatif

pemungutan perlu berdasar pada asas-asas pemungutan pajak, sehingga

terdapat keserasian antara pemunguian pajak dengan tujuan dan asasnya.

Adam Smith dalam buku “An Ilaguiry to The Natura and Clauses of the

Wealth of Nations” menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya

didasarkan pada empat asas vang terkenal dengan sebutan “Four Maxims™.

2.3.1

b
hat
3]

2.3.3

Equality

Pemungutan pajak harus dersifat final adil dan merata, yaitu
dikenakan kepada orapg pribadi yang harus sebanding dengan
kemampuan membayar pajak {(abifity to pav) dan sesuai 'dcnga.u
manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak
menyumbangkan uang uniuk pengeluaran pemeriniah sebanding
dengan kepentingannya dan manfaat yvang diterima.
Certainty

Penerapan pajak itn tidak ditenmukan dengan sewenang-
wenang. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas
dan past pajak yang teruteng, kapan harus dibayar se:ria.batas waktu
pembayaran.
Convenience

Kapan wajib paiak itu harus membayar pajak, sebaiknya
sesuai dengan saat-saat vang tidak menyulitkan wajib pajak. Sebagai

contoh, waiib pajak membayar pajak pada saat memperoleh
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penghasilan. Sistem ini dikenal juga dengan sebutan “Pay as You
Earn™.
234 Economy
Secara ekonony: bhahwa biava pemungutan dan  biaya
pemenuhan  kewajiban  pajak diharapkan seminimal mungkin,
demikian pula beban vang dipikul wajib pajak.
2.4 Jenis-Jenis Pajak
2.4.1 Menurut Sifatnya
24.1.1 Pajale langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak
dapat dilimpabkan kepada pibak lain tetapi harus menjadi
beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Coﬁtohnya
adalzh Pajak Penghasilan.
2.4.1.2 Pajak Tidak Lamgsung, adalah pajak yang pembebanannya
dapat dilimpahlian kepada pthak lain. Contohnya adalah
Paiak Pertambahan Nilai.
2.4.2 Menurut Sasaran/Objelinya
Pembegian menurut saseran/objeknya dimeksudnya untuk
membedakan dan memwbagi pegjak berdasarkan ciri-ciri prinsip
sebagat bertkut:
2.4.2.1 Pajak Subjekuf
Pajak.  Subjcktif adalah pajak yang berpangkal atau

berdasarkan pada subjeknya vang selanjutnya dicari syarat
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objeknya. Dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib
pajak.

2.4.2.2 Pajak Objektif
Pajak Objektif adalah pajak berpangkal atau berdasarkan
pada objeknya, itanpa memperhatikan keadaan diri wajib
pajak.

2.4.3 Menurut Pemungutannys

2.4.3.1 Pajak Pusat
Adalabh pajak vang dipungut oleh pemerintal pusat dan
diganakan untuk membiayai rumah tangga negara.

2.43.2 Pajak Daerah
Adalah pajak yang dipungut olch pemerintah daerah dan
digunakan uniuk membiayai rumah {angga daerah.
Contohnya adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Reklame.

2.5 Pajak Pertambahan Nilai
2.5.1 Karakteristik

Secara umum  karakteristik  Pajak  Pertambahan Nilai

dijabarkan dalam beberspu lteratur salah satunya pada publikasi

yang beqjudul “Value 4dded Taxes in Ceniral and Eastern European

Countiries ”, diterbitkan oleh OECD (Organisation for Econimic Co-

Operation Development) menjelaskan bahwa karakteristik vang

dimiliki oleh Pajak Pestarnbahan Nilai sebagai berikut
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“..is a multistage. comprehensive, tax credit type of
destination based, net comsumption VAL It is multistage and
comprehensive because ihe VAT covers ail stages of production and
distribution and, in principle, includes all goods and services in its
base. It is a tax credit type of VAT, because its eliminates
commulative effecis by granting registered firms a credit or
deduction for the tax poid in respect of purchases from registered
suppliers against their cwn tax pavable on sales. It is destination-
based, because goods and seivices are faxed in the couniry of origin
of production. Finally the VAT is a net consumption tax, because it
pupois to confine the iax to goods and sevvices in consumer hands”.

Ditinjou dari sudut pandang ekonomi, beban pajak atas PPN
dialihkan kepada pihak lain, vyaitu pihak yang mengkonsumsi
Barang/Jasa Kena Pajak. Sedangkan ditinjau dari sudut pandang
yuridis tanggung jawad pembayaran pajak atas PPN kedapa kas
Negara tidak berada ditangan pihak yang memikul beban pajak.

Sebagai  pajek  objektif, ticibulnya kewajiban untuk
membayar Pajak Pertambaban Wilai diteritukan oleh adanya objek
pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak ikut menentukan, PPN
tidak mmembedakan antare Emnsun}en berupa orang atau badan, anfara
konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan vang rendah. Jika
mereka menggunakan barang atau jasa deri jenis yang sama maka
diperlakukan szania.

PPN yang dikenakan pada setiap mata rantal jalur produksi
maupun Jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi
objek PPN inulai dari tingkat pabrik (manrufactor) kemudian

ditingkat pedagang besar (wholeseller) dalam berbagai bentuk atau
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nama sampai ke tmghkat pengecer (reteil). Hal ini memberikan
karakter “Multi Stage” pada Pajak Pertamnbahan Nilai.

Setiap penyerahan Barang Kena Pajak atan Jasa Kena Pajak,
Pengusaha Kena Pajak vang bersangkutan diwajibkan untuk
membuat Faltur Pajalz sebagai bukti pemungutan pajak. Bagi
pembeli, importir, atan penerima jasa merupakan bukii pembayaran
pajak. Berdasarkan fakwur pajak inilah akan dihitung jumlah pajak
terntang dalam satu masa pajak, yang wajib dibayar ke kas negara.

Dalamn mekanisme pernungutannva, PPN mengenal dua
prinsip, yaitu

a. Pnnsip tempai ssal, mengandung pengertian bahwa PPN
dipungut di tempat asal barang atau jasa vang akan
dikonsumsi.

b. Prinsip tempat tujuan, berarti bahwa PPN dipungut di tempat
barang atau jasa dikonsumsi.

Dalam prinsip ioi. komeoditi impor akan menanggung beban
pajak vang sama dengan barang produksi dalam negeri. Sebaliknya
barang produksi dalam negeri yang akan diekspor ﬁdak dikenakan
PPN, karena akan dikenakzn PPN di negara tempat komoditi ekspor
tersebut akan dikonswmsi. Supaya daya saing komoditi ekspor
Indonesia dengan produk domestik ncgara pengimpor tidak
dipengaruhi oleh PPN Indonesia masih diperfukan sarana lain berupa

pengenaan PPN atas kemeditt ekspor dengan tarif 0 %.
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2.5.2 Fungsi Pajak Pertambahan Nilai
Secara garis beser terdapat empat fungsi Pajak Pertambahan
Nilai, yaitu sebagai berikut
a. Penerimaan Negara
Merupakan fungsi dan fujuan utamz dari setiap pelaksanaan
pemungutan pajak.
b. Merbantu Pengusahs X2cil
Adanya pengecualizn aias pemungutan Pajak Pertambahan Nilai
bagi Pengusaha Kecil, dibarapkan dapat mendorong kelanjutan
usaha terscbut.
c. Mendorong Ekspor
Ekspor Barang Kena Pajak dan Exspor Jasa Kena Pajak
dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0%. Hal ini
diharapkan dapat repdorong pengussha dalam negeri untuk
mengembangkan usabanya secara global.
d. Pemerataan Beban Pazak
Salah satu karakteristik Pajak Pertambahan Nilai adalah,
netralitas  dan  objekuf. Ha! ini meaunjukan bahwa Pajak
Pertambahan Nilai meruapakar beban pajak yang rats bagi seluruh
subjek pajak yang memanfaatban Barapg Kena Pajak atau Jasa

Kena Pajak.
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2.5.3 Subjek Pajak Pertambaban INilai
Dari ketentuan veng mengatur tentang objek PPN dalam
pasal 4, 16C, dan 16D UU PPN 1984 dapat diketahui bahwa subjek
PPN dapat dilcelompoklcar menjadi dua, yeitu
2.5.3.1 Pengusaba Kena Pajak

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang
dalarn kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan
barang, mengimpor bavang, mengekspor barang, melakuakn
usaha perdagangen, memanfaatkan barang tidak berwujud
dari luvar Dacralh Pabean, melakuakn usaha jasa, atau
memanfaatkan jusa dari Luar Daerah Pabean.

Pengusaha Kena  Pajak  adalah  pengusaha
sebagaimana dimaksud yang melakukan penverahan BKP
dan atau penverzhan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak
berdasarkan  Usdang-undang PPN, tidak  termasuk
pengusaha Kecill yang Dbatasarnya ditetapkan dengan
Keputusan Merter: Keunangan, kecuali pengusaha kecil
yang memilih vmuk dikokubkan sebagai pengusaha Kena
Pajak.

Termasuk pengertian PKP adalah pengusaha yang
sejak semula bermaksud melakukan penyerahan BKP dan

atau penyerakan JKP.
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Ketentuan yang mengatur bahwa subjek PPN harus
Pengusaha Kena Pajak adalah pasal 4 huruf a, huwuf b,
huraf” ¢, dan huraf { serta pasal 16D pasal | angka 15 UU
PPN 1984 dan Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tzhun
2000.

Dari pasal-pasal ini dapat diketahui bahwa

a. Yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak
dan/atau Jusa Kena Pajak yang dapat dikenakan PPN
adalah pengusaha Kena Pajak (pasal 4 huruf a dan
huruf ¢ Jo pasal 1 angka 15 UU PPN 1984 Jo pasal 2
ayat 1 PP Nomor 143 Tahon 2000).

b. Yang mewgekspor Barang Kena Pajak yang dapat
dikenakan PPM adalah Pengusaha Kena Pajak (pasal 4
huruf £ U PPN 1984).

c. Yaﬁg menverahkan aktive yang menurut fujuan
semula tidak vatuk diperjnalbelikan adalah Pengusaha
Kena Pajak (pasal 160 U PPN 1984).

d. Bentuk kerjz sama operasi yang apabila menyerahkan
Barang Kena Pajak dan/atau jasa Kena Pajak dapat
dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (pasal 2

ayat 2 PP Nomor 143 Tahun 2000).




21

2.5.3.2 Bukan Pengusana Kena Pajak
Subjek FPN tidak harus Pengusaha Kena Pajak,
tetapi bukan Feagusaha Kena Pajak pun dapat menjadi
Subjek PPN scbagaimara diatur dalam pasal 4 huruf b,
huruf d, dan huruf ¢ seria pasal 16C UU PPN 1984.
Berdasarkan pasai-pasal ini diketahui bahwa dapat
dikenakan PPN :
a. biapapun yang mengimpor Barang Kena Pajak (pasal 4
huruf'b U PPN 984).
b. Siapapun vang memanfaatkan Barang Kena Pajak
Tidak Berwujud dan atan Jasa Kena Pajak dari luar
daerah Pabean di dalam Daerah Pabean (pasal 4 huruf d
dan huruf & UU PPN 1984).
¢. Suapapun yang membangun sendiri  tidak dalam
linglangan perusahaan atau peketjaannya (pasal 16 C
U PPN 1984).
2.5.4 Objek Pajak Pertambahan Milai
£.5.4.1 Barang Kena Pajek
Barang kena pajak (BKP) adalah barang berwujud
yang menurut sifat atau hulkuronya dapat berupa barang
bergerak atau baranyg tidak bergerak, dan barang tidak
berwyjud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-

Undang PPN,
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Pada dasarnya semua barang adalah BKP, kecuali
UU menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak
dikenakan PPN diretapkan dengan PP didasarkan atas
kelompok-kelorpok barang sebagai bertkut
a. Barang hasil  pertambangan, penggalian, dan
pengeboran vang diambif langsung dan sumbemya,
sepertl
e Minvek mentah (crude oil)
e Gas bumi
e Panas bumi
e Pasir dan kerikil
o Batu bara sebehun diproses menjadi briket batu
bara. dan
e Biji besi, biji timah, biji tembaga, biji nikel, dan
byi perak sera biji bauksit.
b. Barang-barang  kebumhan  pokok  yang  sangat
dibutuhkar olch: rakyat banyak, seperti :
e DBeras
o (abzh
o Jagung
e Sagu

o  Kedelu
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e (Garam baik yang beryodium maupun yang tidak
beryodium.
c¢. Makanan ¢an mmuman yang disajikan di  hotel,
restoran, rumeh makan, warung, dan sejenisnya
meliputi makanan dzn minuman baik yang dikonsumsi
di tempat maupun tidak, tidak termasuk makanan dan
minuman vang diserabkan oleh usaha jasa boga atau
catering.
d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham,
obligasi, dap lainnya.
2.54.2 Jasa Kena Pajak

Jasa Kena Pajek (JKP) adalab setiap kegiatan
pelayanan berdasarkan suatau perikatan ataun perbuatan
hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau
kemudahan awen hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa
yang dilakukan untek menghasilkan barang karena pesanan
atau permintaan dengar bahan dan atas petunjuk dari
pemesan yang dixenakan pajak berdasarkan Ut PPN.

Pada dasurnva semua jasa dikenakan pajak, kecuali
yang ditentukan lain oleh UV PPN. Jenis jasa yang tidak
dikenakan PPN (Negarive List) ditctapkan dengan PP
didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut

a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik,
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Jasa di bidang pelayanan sosial,

Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko,

Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna
usaha dengan hak opsi,

Jasa di bidang keagamaan,

Jasa di bidang pendidikan,

Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang tidak
dikenakan pajak totonan termasuk jasa di bidang
kesenian yang fidak bersifat komersial, seperti
pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan
secara cuma-cuma.

Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan,
sepertl © peryiaran radie dan televisi vang dilakuakn
oich instans1 pemerintah atau swasta yang bukan
bersifat iklan dan tdak dibiayai oleh sponsor yang
bertujuan kamersial,

Jasa di bideng angkutan wmum di darat dan diair,
é&perﬁ : jasa angloutan umum di darat, di lant, di danau,
dan di sunga vang dilakuken oleh Pemerintah atau
svvasta.

Jasa di bidang tenaga kerja,

Jasa di bidang perhotelan,

R A O TR
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I. Jasa disediskan oleh pemmerintah dalam rangka
rnenjalankan pernerintaban secara umuni, meliputi jasa-
jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, seperti
pemberian lzm Mendirikan Bangunan, Pemberian Izin
Usaha Perdagangan. pemberian Nomor Pokok Wajib
Pajak, Pembuatan Karu Tanda Penduduk.

2,55 Metode Perhitungan
Ada tiga metode dalam menghitung PPN, vaitu
a. Additional Method
Berdasarkan meiode ini PPN dihitung dari penjumlahan
sehuruh unsur nilai tambah dixalikan tanf PPN yang berlziku.
b. Subtraction Method
Berdasarkan metode ini PPN dihitung berdasarkan selisih
antara harga jual den harga bel dikalikan dengan tanf pajak
yang berlaku.
¢. Credit Method
Berdasarkan meiode im1, PPN dihitung dari selisih antara
pajak yang dibayar pada saat pembelian dan pajak yang
dipungut pada saat perjualan.
2.5.6 Saat Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai Afas Jasa
Untuk meneniukan saat PKP melaksanakan kewajiban
membayar pajak, penentuan sazl pajak terulang menjadi sangat

relevan. Tanpa diketabnn: saat pajak terutang, tidak mungkin
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ditentukan bilamana PEP wajib memenuhi kewajiban melunasi
utang pajaknya.

Untuk menentukan saat pajak terutang sangat erat kaitannya
dengan penentuan saat tmbulmya utang pajak. Sebagai pajak
objektif, PPN menganut zjaran materiil, yaitu utang pajak timbul
karena undang-undang. Dengan kata lain dapat dirumuskan bahwa
utang pajak timbul yang diatur dalam undang-undang, yaitu sejak
adanya suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat
dikenakan pajak. Dengan rumusan yang lebih sederhana, dapat
ditentukan bahwa utang PPN mulai timbul sejak adanya objek pajak.

Ajaran materiil timbulnya utang pajak dianut oleh suatu jenis
pajak yang mekanisme permungutan pajak-nya menggunakan self
assessmeni systern. Mekanisme pemungutan PPN menggunakan
sistem ini, sehingga timbuinva utang pajak ditentukan berdasarkan
ajaran materiil.

Terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena
Pajak dan pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak. Selanjutnya dalam
memori penjelasan Undang-Undapg PPN No. 42 ditegaskan bahwa
pemungutan Pajak Pertarnbahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewab menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak
terjadi pada saat penyeraban Barang Kena Pajak atan Jasa Kena

Pajak meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum
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diterima atau belum sepznchnya diterima atau pada saat impor

Barang Kena Pajak.

Pasal 11 ayat (2) UU PPN No. 42 menyatakan,

Dalam bal pernbayaran diterima sebelum penyerahan Barang
Kena Pajak atau sebelurn penyeraban Jasa Kena Pajak atau dalam
hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang
Kena Pajak Tidak Bervmgjud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah
Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

Prinsip akrual sebagaumana dimaksud dalam penjelasan Pasal
11 ayat (1) Undang-Undang PPN mencerminkan bahwa penentuan
saat terutangnya pajak aias penyeraban barang dan penyerahan jasa
dalam Undang-Undang Pajak Pertambabkan Nilai sejalan dengan
norma dalamy  prinsip  akuntansi  yang  berlalu ‘umum.
Dalam prinsip akuntansi yang berlaku wmum, penyerahan barang
dianggap telal: terjadi apabila risiko dan manfaat kepemilikan barang
telah berpindah kepada pembeli dan jumlah pendapatan dari
transaksi tersebut dapat diular dengan handal. Demikian juga
dengan penyerahan jasa dizkui pada saat pendapatan atas penyerahan
jasa tersebut telah dapat diesiimasi atau diukur dengan handal.
Dalam sistem akrual, pepdapatan atau pintang diakui pada saat
terjadinya transaksi tersebut, tanpa melihat apakah atas transaksi
tersebut telah dibayar atavpun behun dibayar. Pengakuan pendapatan

atau  pencatatan piutarng  dicerminkan  dengan  penerbitan

invoice/faktur penjualan vang sekaligus menjadi dokumen sumber
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dan sebagai dasar pencatatan pengakuan pendapatan atau pencatatan
piutang.
Mekanisme Pajak Pertambakar Nilai

Mekanisme pemunguian, penyetoran, dan pelaporan PPN ada
pada pihak pedagang awu produsen sehingga muncul istilah
Pengusaha Kena Pajak vang disingkat PKF. Dalam perhitungan PPN
yang harus disetor oleh PP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak
masukan. Pajak keluaras: adalah PPN yang dipungut ketika PKP
menjual produknya, sedangkan pajak mesukan adalah PPN yang
dibayar ketika PKFP membeli, memperoleh, atau membuat
produknya.

Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu
sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan unfuk
penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8/1983
berikut revisinya, vaitu Undang-Undang No. 11/1994 dan Undang-
Undang No. [8/2000. Undang-undang No. 18 Tahun 2000 yang
diberlakukan sejak tanggsl 1 Jamuari 2020 merupakan UU hasil
revisi UU NG 8 Tahuni983 sebagaimana diperbaiki untuk pertama
kali menjadi UU No.it Tahun 1994, Yang kemudian direvisi
menjadi Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Dalam pelaksanaan
UU No. 42 im dilersgkapi dengan beberapa aturan pelaksanaan
berupa Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri Keuangan

dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak.
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Pembayaran PPM dapat dilakukan dengan cara menitipkan
uang pajak kepada pihak penjual (pihak vang menyerahkan Barang
Kena Pajak atau Jasa Xena Pgjak) vang telah berstatus sebagai
Pengusaha Kena Pajak, atau dengan cara membayarkannya secara
langsung ke pegara.

a. Pembayaran PPN dengan Menitipkan Ke Pihak Penjual
Pembayaran PPN  dengan cara menitipkan uang
pembayaranitya kepada pibak penjual, yaitu pihak yang
menyerahkan Barasg Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan
telah berstatus sebagai Pengusaha Keua Pajak, dilakukan dalam
hal terjadi konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
oleh siapapun deri pibak penjual atau pthak yang menyerahkan
Barang Kena Pajak atan Jasa Kena Pajak tersebut. Cara seperti
ini merupakan caia vang paling umum dilakukan dan dikenal
dengan mekanisme uwmum, Dengan mekanisme ini, pihak
penjual atau pihak veng menyerahkan Barang Kena Pajak atau
Jasa Kera Pajak tersebut akan mendapatkan aliran uang masuk
{cash inflow) bervpa Pajak  Pertamnbahan Nilai  (Pajak
Keluarar:). Pajak Kelaaran yang telah diterima dan merupakan
cash inflow tersebui, akan disetorkan atau tidak disetorkan ke
negara, tergantung kepada hasil pertandingan antara Pajak
Keluaran tersebut dengan Pajak Masukan atau Cash Quiflow.

b. Pembayaran PP Secara Langsung ke Negara
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Mekanisme pembayaran Pajak  Pertambahan Nilai

dengan cara membayarkan secara langsung ke negara,

dilakukean apabiia:

1)

3)

4)

Dalam hal Pengnsaka Kena Pajak menyerahkan Barang
Kena Pajak atau fasa Kepa Pajak kepada Instansi
Pemerintah. dimaana instansi pemerintah  tidak
menitipkan uang pembayaran PPN kepada pihak
penjual, melainkar langstng menyeiorkannya ke
negara;

Dalam kal terjadi impor Barang Kena Pajak, dimana
pthak yang melakukan tmpor akan membayér PPN
secara langsung ke mnegara sebagai bagian dari
persyaratan uniuk menebus Barang Kena Pajak yang
ciimpornya;

Dalam hal terjadi pemanfaaian Jasa Kena Pajak dari
luar daeral: pabean, dimana pihak yang memanfaatkan
Jasa Kena Pajak akan menyetor sendiri PPN vang
terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak
yang berfungsi sebagai Faktur Pajak Standar;

Dalam hal terjadi pemanfaatan Barang Kena Pajak
tidak berwuniud dari luar daerah pabean, dimana pihak
yang meraanfaaikan Barang Kena Pajak tidak berwujud

tersebut alken menyetor sendiri PPN yang terutang
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dengan menggunalian Surat Setoran Pajak  yang
berfungsi sebagai Fakiur Pajak Standar;

5) Dalam hal terjadi kegiatan membangun bangunan yang
dilakukan sendiri, apabila persyaratan-persyaratannya
dipenuhi;

€) Dalam hal terjadi penyerahan aktiva vang menurut
tyynan semula tidak untuk dipetjualbelikan, apabila
persyaratan-parsyaratannya dipenuhi;

7) Dalam hal SPT Masa PPN berstatus kurang bayar yang
disebabkan oleh jumlah Pajak Keluaran yang lebih
besar dibandingkan dengan jumlah Pajak Mésuksm,
dimana batas paling lambat untuk menyetorkan
selisthnya  (Pajak Kelvaran —VS- Pajak Masukan)
adalah akhir bulan pada bulan berikutnya. Terdapat
Pengusaha Kena Pajak tertentu yang Dasar Pengenaan
Pajaknya menggunakan Nilai Lain, artinya jumlah
Pajak Masuiennya dianggap (deemed) selalu lebih
kecil dibandingken depgan jumlah Pajak Keluarannya,
schingga SP'T Masa PPN-nya selalu berstatus kurang
bayar.

2.5.8 Faktur Pajak
Pengertian faktur pajuk didalam Pasal 1 Ayat 23 Undang-

Undang Pajak Pertambahan Nilai dirumuskan sebagai berikut:
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“Faktur Pajak adalah bulai pungutan pajak yang dibuat oleh
Penguszha Kena Pajak vang melakukan penyerashan Barang Kena
Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak
karena Impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai ™

Dengan demikiar dapai disimpulkan bahwa fungsi Faktur
Pajak adalah sebagai beriiut:
a. Bukti pungutan PFMN/PPN BM bagi PKP yang melakukan
penyeraban BKP/JKP dan/atau DIBC atas impor BKP
b. Bukti pembayaran PPN den PPN BM bagi PKP pembeli
BKP/JEP
¢. Sarana Pengkrediten Pajak Masukan
d. Dasar pembuatan Neta Retur
2.58.1 Faktur Pajak Standar
Faktur Pejok adalah faktur yang bentuk dan isinya
telah ditetapker: oleh peraturan  perundang-undangan.
Berdasarkan Paszl 13 Ayat 5 UU FPN jo. PER-159/PJ/2006
Faictur Pajak paling sedikit memuat keterangan-keterangan
sebagat berikut:
a. Nama, Alamat, NPWP yang menyerahkan BKP/IKP
b. Nama, Alamet, NPWP pembeli BKP/JKP

Jenis Barang atau Jasa, jumlah Harga Jual atau

o

Penggantian dan Potongan Harga
d. PPN yang dipungut

e. PPN BM yang dipungut
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f. Kode Seri dan tanggal pembuatan Falctur Pajak
g. MNama, Jabatan «dan Tanda Tangan yang berhak
menanda tangani Faltur Pajak.

Dalam &al pembayaran diterima setelah bulan
penyeraban BKP dan atau keseluruhan JKP, harus dibuat
paling lamabat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan
peinyerahan BEFP «an atau keseluruhan JKP, kecuali
pembayaran ierjadi sebelum akhir bulan berikutnya maka
faktur pajak stadar haras dibuat paling lambat pada saat
pencrimaan pembayaran; atat

Dalam hal penenimaan pembayaran terjadi sebelum
penyerahan BEY dan atau sebelum penyerahan JKP, harus
dibuat paling lambat pada saat penerimaan pembayaran;
atau

Dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan,
harus dibuar paling lambat pada sast  pembayaran
penerimaan termin; atau

Dalam hal penverahan BKP atan JKP kepada
pemungut PPN, herus dibuat paling lambat pada saat
penguisaha kens pajak menyampaikan tagihan kepada

pemungut PPN.
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2.58.2 Faktur Pajak Gabungan
Berdasarkan pasal 13 avat (2) UU PPN 1984,
pengusaha kena pajak dapat membuat satu faktur yang
meliputi selurub penyershan Barang Kena Pjak dan atau
penyarahan Jasa Kena Pajak untuk pembeli atau penerima
yang sama sclama sato masa pajak. Bentuk faktur pajak
gabungan pada dusarnya adalah fakfur pajak standar oleh
karena itu dalam mermori penjelasan pasal 13 ayat (1) tidak
digolongkan sebagai bentuk tersendiri, terpisab dari faktur
pajak standar.
2.5.9 Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran
Pajak keluaran dan pajak masuken merupakan satu jenis
pajak, yaitu Pejak Pertambahan Nilai (PPN). Terdapatnya perlakuan
vang berbeda disebabkan oleh bentuk transaksi yang berbeda. Oleh
sebab itu, pajak ini dibedzkan menjadi dua, yaitu pajak keluaran dan
pajak masukan. Kedua hal tersebut dibedakan dengan tujuan agar
dapat memudaikan perhitungan pengkreditan pajak terkait transaksi
vang terkena Pajak Pertamnbahan Nilai (PPN).
Seperti yang kita ketahui bersama, PPN adalah pajak yang
dikenakan pada setiap penambahan nilai deri suatu barang dan atau
jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen dengan variasi

tarif yang berbeda. Yaitu, 10% serta 20%, bergantung pada jenis
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barang yang diproduksi ¢zn diederkan. Apakah hanya berupa barang
biasa atau barang mewah.

Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai (PPn) yang
telah dipungut oleh pengusaha kena pajak-pajak tertentu. Pajak
masukan dijadikan kredit pajak oleh pengusaha kena pajak untuk
memperhitungkan sisa pajak yang teruteng pada saat pembelian
barang atau jasa kena pajsk dalam masa.

Mekanisme yang urmun adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP)
mengurangkarn atau mengkreditkan pajak masukan dalam suatu masa
dengan pajak keluaran dalem masa pajak yang sama. Apabila dalam
masa pajak tersebut lebih besar pajak keluaran maka kelebihaﬁ pajak
keluaran tersebut harus disetorkan ke kas Negara oleh PKP tersebut.
Sebaliknya jika dalam masz pajak tersebut ternyata lebih besar pajak
masukan, maka kelebikan pajak masukan tersebut dapat
dikompensasikan ke masa pejak berikutnya atau dimintakan restitusi.
Dengan mekanisme unwim rersebw:, maka jumlah yang harus dibayar
atau kelebihan bayar oleh PKP bias berubah-ubah tergantung
besarnya pajak masukan vang dibayar dan pajak keluaran yang
dipungut dalam suatu masa pajak.

Dengan mekanisiae wuoum tersebut, maka jumiah yang harus
dibayar atau kelebihan bayar oleh PKP bisa berubah-ubah tergantung
besarnya pajak masukan vang dibayar dan pajak keluaran yang

dipungut dalam suatu mass pajak.
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Namum demikian Undang-undacg PPN juga membuat
ketentnan temtang mekanisme pengkreditan lain selain mekanisme
umum. Mekanisme ini disebut Pedoman Pengkreditan Pajak
Masukan. Dengan mekanisme ini, ditentukan besarnya pajak
masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan persentase terhadap
pajak keluaran. Misal, pajak mastkan yang dapat dikreditkan adalah
80% dari pajak keluaran. Besarnya pajak keluaran dalam satu masa
pajak adalah 10% dari omzet schingga pajak masukan yang bisa
dikreditkan aclalah 8% dari omzet. Dengan demikisn PPN yang
harus disetor dalam suatu masa pajak adalah 2% dari omzet sebulan.
Perhatikan bahwa besamya PPN yang harus disetor ‘hanya
tergantung pada omzet dalam suatu masa saja.

Kriteria Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan diatur
dalam Pasal @ ayat (8) dan Pasal 16B ayat (3) Undang-undang PPN.
Rinciannya adalah sebaga: berilout -

a. Pengusaba yang melekukan penglkrecitan telah berstatus PKP
(sudah dikukuhkan),

b. Pajék Masukan yang dapat dikreditken hanya Pajak Masukan
yang berkenaan dergan penyershan kena pajak. yang harus
dapat diketahut dengan pasti dari catatan dalam pembukuan
Pengusaba Kena Pajak.

c. Pajak Masukan yang dikreditkan berhubungan langsung

dengan kegiatan usahay vsitu pengeluaran untuk kegiatan
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produksi, distribusi, pemesaran dan manajemen dengan syarat
ada kaitannya dengan penyerahan vang terutang PPN dan
sifatnya tidak untuk konsumsi Direksi, Dewan Komisaris,
Karyawan, dan Pemegang Saham.

Pajak masukan dalam snatu Masa Pajak dikreditkan dengan
Pajak Keluaren untuk Masa Pajak yang sama. Dalam hal belum ada
Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap
dapat dikreditcan.

Apabila dalam sustu Masa Pajak, jumlah Pajak Keluaran
lebih besar daripada jumnlah Pajak Masukan, maka selisihnya
merupakan PFN vang wa;ib dibayar oleh PKP. |

Apabila dalam suatu Masa Pajak. jumlah Pajak Masukan
lebth besar daripada jumiah Pajak keluaran, maka selisihnya
merupakan kelebthan Fapek Masnkan vang dapat diminta kembali
atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Pajak Masukan vang dapat dikreditkan adalah Pajak
Masukan untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan
penyerahan kena pajak.

2.5.10 Perlakuan Akuntansi Untuk PPN
Akuntensi PPN sesuni dengan ketentuan yang diatur dalam :
a. Pasal 28 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajekan (KUF}
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b. Pasal 6 Undang-widang Pajak Pertarnbahan Nilai
Akuntensi PP adalah akutansi vang kegiatannya unutk
memenuhi ketentuan diates dan berfujuan memberikan informasi
bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar, dan
melaporkan mengenai PPN dan PPnBM yang terutang.
Prosedur pencatutan pembelian  yang PPNnya dapat
dikreditkan maupun yang tidak dapat dikreditkan :

a. Pembelian atas barang-barang yang PPM nya dapat dikreditkan :

Pembelian (1)
PPN raasukan (1)
Utang ataa Kas/Bank X)

b. Pembelian atag barang-barang yang PPN nya tidak dikreditkan ;
Pembelian (D)
PPN (D)
Kas (K
Saat perhitungan pembayaran dan pembuatan laporan jurnal
penutup untuk menutup perkiraan PPN adalah;
PPN masukan (D)
PPN kehazran (K)
PPN yang raasth harus dibayar (K)
PPN yang masih harus dibayar (D)

Kas/Bank (K)
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Kerangka Berfikir
Gambar | Kerangka Berfikir
Penerapan Pajak Kualifikasi Jasa Kena
Pertambahan Nile s Pajak

Sumber: Diolah Penulis

Sebagai jenis pajak vang dikopsumsi didalam negeri Pajak
Pertamzbahan Nilai dikenakan disetiap tingkatan atas penyerahan Barang
Kena Pajak atau Jasa Kena Pajalk sepenjang terdapat pertambahan nilai
didalarinya dan sesuai dengan prinaip pemungutan PPN yakni dikenakan di
tempat tujuan.

Perkembangar: ckonomi secara global mendorong ekonomi dalam
negri untuk bersaing secara imfernasional. Akibatnya transaksi-transaksi
yang timbul dikarenakan hal i tidak hanya di dalam negeri. Undang-
Undang PPN No. 42 Tahun 2009 menarnbahkan dua jenis objek pajak, yang
telah diuratkan sebelumnya. Hal ini dikarenakan untuk mengakomodir
kegiatan usaha secara global. Khususnya bagi para pelaku bisnis di bidang
jasa.

Berkaitan dengan penelibizs ini, penulis akan berupaya umntuk
nenganalisis pencrapan Pajak Pertambahan Nilai untuk penyerahan Jasa
Kena Pajak secara urwum (dalam negeri) dan penysrahan jasa kelvar daerah
Pabean. Yang dimulai dari penentuan jenis Objek Pajak, kemudian berlanjut

ke proses penetapan saat teruiangnya PPN, penentuan jenis penyerahan jasa
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tersebut, apakah terrnasuk di dalara deerah padean atau di luar daerah
pabean, hingga penentuan periakuan PPN atas penyerahan Jasa tersebut.
Perugahan perunjang Minvak dan Gas Bumi merupakan salah satu
perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Karekterisitik dari perusahan
dalam jenis ini, memungkinken pelakn bisnis tersebut melakukan
penyerahan Jasa Kera Pajak tidek hanva di dalam daerah Pabean, akan

tetapi termasuk Luar Daerah Fabesn,
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